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Assalamualaikum wr wb, Shalom, Om Swasti Astu, Namo Budhaya, 
Salam Kebajikan.	

Yang saya hormati,
1.	 Rektor Universitas Jember 
2.	 Wakil Rektor Universitas Jember
3.	 Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4.	 Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat
5.	 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6.	 Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
7.	 Narasumber-narasumber
	 Serta yang saya banggakan para mahasiswa kami, terutama yang 
telah menyelesaikan artikel / tesisnya sehingga dapat di-diseminasikan 
pada kesempatan ini. Selalu kami panjatkan puji syukur ke hadirat 
Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua 
dapat berkumpul di acara International Dissemination: Innovation and 
Technology for Reformation in Public Sector Finance. Acara ini menjadi 
keberlanjutan dari kerjasama antara FEB ULM dengan FEB UNEJ. 
Tentunya kegiatan ini menjadi motor penggerak pencapaian indikator 
kinerja untuk unit fakultas masing-masing. Dengan mengusung tema 
besar ”Sektor Publik”, kami berkolaborasi dengan FEB UNEJ mencoba 
memberikan ruang eksplorasi bagi audiens untuk memperdalam peran 
inovasi IT di reformasi keuangan sektor publik.
	 Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi dan teknologi telah 
menjadi pendorong utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, 
termasuk sektor publik dan keuangan. Transformasi ini muncul sebagai 
respon terhadap tuntutan masyarakat akan efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana publik. Dalam 
acara ini, kita akan menjelajahi bagaimana inovasi dan teknologi dapat 
memainkan peran yang vital dalam reformasi keuangan sektor publik.
Salah satu poin penting dalam reformasi keuangan sektor publik adalah 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi hadir sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang lebih efektif. Solusi 
seperti sistem keuangan berbasis teknologi blockchain memungkinkan 
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catatan transaksi yang tak terubah dan dapat diakses oleh berbagai 
pihak secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi risiko kecurangan, 
tetapi juga memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa dana 
publik digunakan dengan benar.
	 Inovasi dan teknologi juga menghadirkan potensi untuk 
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. 
Automasi proses rutin seperti pembayaran, pengelolaan anggaran, dan 
pelaporan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Selain 
itu, analitik lanjutan yang ditenagai oleh kecerdasan buatan dapat 
membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan strategi yang 
lebih baik berdasarkan pola data yang teridentifikasi, menghasilkan 
alokasi anggaran yang lebih cerdas dan efektif.
	 Namun, pengimplementasian inovasi dan teknologi dalam sektor 
publik memerlukan pemberdayaan dan pendidikan yang baik. Sumber 
daya manusia perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang 
teknologi yang akan diterapkan. Reformasi keuangan ini harus disertai 
dengan program-program pengembangan keterampilan agar para 
pegawai publik dapat menghadapi tantangan teknologi dengan percaya 
diri. Dengan pemberdayaan ini, sektor publik akan mampu mengambil 
manfaat maksimal dari potensi teknologi.
	 Sebagai penutup, kita melihat bahwa inovasi dan teknologi 
adalah pilar penting dalam reformasi keuangan sektor publik. Dengan 
transparansi yang ditingkatkan, efisiensi yang ditingkatkan, dan 
pemberdayaan yang kuat, kita dapat membayangkan masa depan yang 
lebih cemerlang untuk keuangan publik. Namun, kita harus mengingat 
bahwa teknologi hanyalah alat; semangat reformasi yang kuat dan 
komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik tetap menjadi 
fondasi utama dalam mencapai tujuan ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb, Salam Sejahtera, Om Shanti Shanti Om.

           	          			   Banjarmasin, Agustus 2023

					     Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.
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 ARTIKEL 10 ARTIKEL 10
PENTINGNYA MANAJEMEN KEUANGAN
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN 
YAYASAN PENDIDIKAN

Oleh : 
Siti Mutmainnah
Wahyudin Nor

1.  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu lembaga publik yang banyak didirikan oleh masyarakat baik 
individual maupun berkelompok adalah yayasan. Tujuan pendirian 
yayasan ini sangat berbeda dari tujuan pendirian badan usaha pada 
sektor privat yakni tidak bertujuan untuk mencari laba ataupun tidak 
bersifat komersial (nonprofit), sehingga yayasan banyak digunakan 
untuk sarana kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, kemanusiaan 
dan lainnya. 
	 Di Indonesia, yayasan telah diatur oleh pemerintah berdasarkan 
undang-undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 yang menjelaskan 
bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota 
(Republik Indonesia, 2004). Yayasan sebagai entitas nonlaba, dalam 
menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya dapat menghimpun dana 
berupa sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun para donatur. 
Meskipun para donatur tidak mengharapkan keuntungan dari dana 
yang telah diberikannya, maka yayasan harus mampu menunjukkan 
akuntabilitasnya dengan menerbitkan laporan keuangan.  



134 Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI

Namun, realitas saat ini yayasan justru tidak menjalankan kegiatan 
sesuai dengan tujuannya yaitu tidak berorientasi komersial. Terutama 
yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan tidak sedikit 
mendapatkan kritik bahwa pengelolaannya menjurus pada pencarian 
keuntungan (komersial). Hal inilah banyak kita temui pada institusi 
pendidikan swasta besar yang bernaung dibawah yayasan, bahkan 
tidak sedikit lembaga pendidikan yang dikelola merupakan sekolah 
maupun perguruan tinggi swasta yang terkenal dengan kaum elit. 
Lembaga menerima sejumlah uang masuk yang sangat besar dan tentu 
saja diimbangi dengan fasilitas mewah yang diharapkan oleh para 
orangtua bisa menunjang pendidikan anak-anak mereka. Sehingga 
disatu sisi ada tuntutan dari orangtua ataupun donator untuk transparan 
dalam pengelolaan keuangan yayasan. 
	 Berdasarkan dari realitas itulah saatnya yayasan pendidikan harus 
membuktikan bahwa mampu berperan secara profesional, akuntabel, 
dan transparan. Selain itu yayasan pendidikan berperan penting 
dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui lembaga 
yang dikelolanya. Dalam rangka mencapai tujuan itulah perlu adanya 
manajemen pengelolaan lembaga secara komprehensif terhadap 
berbagai sumberdaya yang ada didalamnya dan salah satunya adalah 
pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam konteks ini adalah 
keuangan yang menjadi sumber dana operasional yayasan pendidikan. 
	 Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan saat ini berjumlah 
sangat besar, hal ini dapat kita lihat dari data statistik jumlah lembaga 
pendidikan di Indonesia yang lebih dari seperempatnya dikelola oleh 
pihak swasta dimana yayasan sebagai penyelenggara.

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Tahun 2021

Jenjang  Negeri %  Swasta %
SD 131058 88% 17685 12%

SMP 23670 58% 16927 42%
SMA 6899 50% 6966 50%
SMK 3629 26% 10449 74%

Pesantren     26975 100%
PT 125 4% 2990 96%

Jumlah 165.381 67% 81.992 33%
Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, (2021); Katadata.id, (2022)
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	 Pada tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah lembaga pendidikan dari 
sekolah dasar samapai perguruan tinggi swasta se Indonesia pada 
tahun 2021 sebesar 81.992 dengan jumlah masing-masing jenjang SD 
17.685, jenjang SMP 16.927, jenjang SMA 6.966, jenjang SMK 10.449, 
pesantren 26.975, perguruan tinggi 2.990 dan prosentase keseluruhan 
33%. Data ini dapat dijadikan acuan bahwa jumlah lembaga pendidikan 
swasta yang dikelola oleh yayasan juga sangat banyak. Sehingga, 
tidak heran begitu banyak permasalahan ataupun penyimpangan yang 
dilakukan oleh yayasan karena lemahnya pengelolaan keuangan pada 
yayasan. 
	 Adapun permasalahan seputar keuangan yayasan pendidikan yang 
sering dihadapi diantaranya pengelolaan keuangan yang kurang baik 
dalam hal ini pelaporan yang belum sesuai standar, kurangnya sumber 
daya manusia (SDM) yang memahami seluk beluk keuangan yayasan 
dan aspek perpajakannya, adanya perilaku kecurangan oleh pihak 
tertentu dari organ yayasan, sumber pemasukan yang berkurang karena 
kondisi luar biasa seperti adanya pandemi yang menghambat kegiatan 
belajar mengajar, sumber pemasukan yang hanya mengandalkan dari 
SPP maupun uang pendidikan sedangkan keperluan dana belanja yang 
semakin besar, adanya tuntutan fasilitas dan pengembangan sarana dan 
prasarana yang lebih baik dan berbagai permasalahan lainnya yang 
akan terus dihadapi oleh yayasan.
	 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin memaparkan 
berbagai hal yang menurut hemat penulis bisa menjadi sebuah referensi 
dalam pengelolaan keuangan yayasan yang profesional. 

1.2 Rumusan Masalah
Adapun hal- hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini 
adalah: 
a)	 Bagaimana manajemen keuangan yayasan pendidikan? 
b)	 Bagaimana pelaporan keuangan yayasan pendidikan? 
c)	 Apa saja aspek perpajakan yayasan pendidikan? 
d)	 Apa saja tantangan yang sering dihadapi yayasan yang mengelola 

bidang pendidikan?
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2. PEMBAHASAN
2.1 Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan 
Istilah manajemen secara bahasa berarti mengatur, mengelola atau 
mengurusi. Manajemen didefinisikan sebagai suatu bidang pengetahuan 
yang secara sistematis berusaha memahami bagaimana dan mengapa 
sebuah organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat 
sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan (Masruri et 
al., 2021).
	 Fedena, (2019)“Financial management is one of the most 
fundamental practices in any enterprise or business including schools 
and other educational institutes. Financial management essentially means 
planning, organizing, directing and controlling the financial activities in 
schools so that the financial resources are used in an efficient and effective 
manner. Financial management ensures that the administration and 
management team are able to manage the budget in a better manner and 
make informed decisions related to the school budget” 
	 Manajemen keuangan merupakan salah satu praktik yang paling 
mendasar di setiap perusahaan atau bisnis termasuk sekolah dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pada hakikatnya pengelolaan keuangan berarti 
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol 
kegiatan keuangan di sekolah agar sumber daya keuangan digunakan 
secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan memastikan bahwa 
tim administrasi dan manajemen mampu mengelola anggaran dengan 
lebih baik dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan anggaran 
sekolah (Fedena, 2019). 
	 Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
manajemen keuangan yayasan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan 
keuangan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, 
mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan di sebuah 
institusi pendidikan agar sumber daya keuangan digunakan secara 
efektif dan efisien. 

2.2 Pentingnya Manajemen Keuangan Pada Yayasan Pendidikan
Manajemen keuangan pada yayasan pendidikan merupakan salah 
satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan 
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pendidikan yang berkualitas, karena menajemen keuangan berperan 
dalam mempengaruhi semua aspek. Hal tersebut akan mengarah pada 
efektivitas pengelolaan pendidikan agar terlaksana sesuai dengan visi 
dan misi yang diharapkan (Andiawati, 2017). Manajemen keuangan 
yang maksimal akan tercapai ketika dilakukan sesuai dengan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. 
	 Melalui pengelolaan keuangan yang baik yayasan bisa 
merencanakan programnya secara optimal, selain itu untuk mengukur 
dan menjaga kesehatan kondisi keuangan lembaga. Beberapa hal 
berikut, alasan pentingnya manajemen keuangan pada yayasan 
pendidikan diantaranya:
1.	 Pemanfaatan dan pengelolaan dana yayasan lebih efisien dan 

efektif.
	 Semakin tinggi efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan yayasan pendidikan maka akan semakin mudah dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan.

2.	 Adanya jaminan penggunaan keuangan yayasan lebih akuntabel 
dan transparan.

	 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan, 
akan membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap 
lembaga.

3.	 Meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang digunakan pada pos 
yang tidak sesuai.

	 Manajemen keuangan yang baik akan mendorong kinerja yang 
lebih baik sehingga adanya kecurangan maupun pelanggaran akan 
mudah ditelusuri.

4.	 Memberikan kemudahan bagi para pihak yang akan mengambil 
keputusan kebijakan dalam pengembangan yayasan.  Pada siklus 
manajemen keuangan yayasan akan ada proses evalusi dan 
monitoring serta pelaporan yang akan menjadi acuan pengelola 
yayasan untuk membuat perencanaan kedepannya.
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Gambar 1. Siklus Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan

	 Gambar 1 menjelaskan tentang gambaran siklus keuangan pada 
yayasan pendidikan yang diawali dari proses perencanaan kegiatan oleh 
manajemen baik itu pengurus yayasan maupun manajemen pengelola 
lembaga. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan anggaran 
berdasarkan perencanaan kegiatan yang sudah disusun. Dalam 
penyusunan anggaran tentunya tidak mengabaikan prinsip 3E (efektif, 
efisien dan ekonomis). Setelah proses penyusunan anggaran berikutnya 
pelaksanaan hal ini berkaitan dengan penatausahaan, proses pengadaan, 
perpajakan, dan proses pencatatan akuntasi. Siklus berikutnya adalah 
monitoring dan evaluasi dimana dilakukan oleh pengawas internal 
ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. 
Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan, dalam hal ini adanya laporan 
pertanggungjawaban yang disusun oleh pengurus yayasan yaitu berupa 
laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi.



Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI 139

2.4 Sistem Keuangan pada Yayasan Pendidikan
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Gambar 2. Sistem keuangan pada Yayasan 

Berdasarkan Gambar 2 menjelaskan tentang sistem pengelolaan keuangan yayasan 
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Gambar 2. Sistem keuangan pada Yayasan

	 Berdasarkan Gambar 2 menjelaskan tentang sistem pengelolaan 
keuangan yayasan ada 2 sistem besar yaitu sistem penerimaan dan sistem 
pengeluaran. Disinilah peran akuntansi dalam pengelolaan dana masuk 
maupun dana keluar. Kemudian dalam sistem tersebut disusun prosedur-
prosedur yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana. 
Adapun sumber pendanaan yang bisa didapat oleh yayasan pendidikan 
diantaranya: 
1.	 Pemerintah
	 Dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD yang biasanya 

disalurkan melalui program BOS/ BOSDA untuk sekolah, dan 
hibah bagi perguruan tinggi. 

2.	 Orang Tua/Wali
	 Lembaga pendidikan swasta dapat menghimpun dana melalui biaya 

pendidikan (SPP) maupun dana pembangunan atau sejenisnya dari 
orang tua atau wali untuk pengembangan fasilitas sarana prasana. 
Semakin baik fasilitas yang diinginkan orangtua maka biayanyapun 
akan lebih mahal.  

3.	 Masyarakat 
	 Lembaga Pendidikan dapat menghimpun pendanaan dari 

masyarakat umum selain orangtua atau wali seperti bantuan dari 
donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, donasi dari lembaga 
keuangan, sponsorship dari perusahaan dan lainnya. 
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4.	 Dana Swadaya 
	 Lembaga pendidikan bisa mendapatkan sumber dana dari usaha 

yang bersifat mandiri seperti kantin, minimarket, koperasi, catering 
dan even lainnya. 

2.5 Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan 
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 
sumber daya yang dimiliki organisasi, sekaligus semua kegiatan 
yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Secara umum semua badan hukum wajib membuat 
laporan keuangan yang ditujukan kepada stakeholder termasuk yayasan 
tentunya harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk transparansi 
atau keterbukaan informasi keuangan yayasan.
	 Adapun laporan keuangan yayasan mengacu pada PSAK 45 yang 
sejak 1 januari 2020 diganti dengan ISAK 35. Penyusunan laporan 
keuangan untuk entitas nonlaba tidak lagi berdasarkan pada PSAK 45: 
Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba tetapi dialihkan pada ISAK 35: 
Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Secara 
umum penyajian laporan keuangan versi ISAK 35 dan PSAK 45 tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan, namun sedikitnya ada beberapa 
penyesuaian yang harus dilakukan oleh yayasan dalam menyajikan 
laporan keuangan sebagai berikut: 
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Tabel 2. Perbedaan Pelaporan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 45

PSAK 45 ISAK 35

Laporan terdiri dari 
(1)	Neraca  
(2)	Laporan Aktivitas  
(3)	Laporan Arus Kas 
(4)	Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
Klasifikasi asset netto 
Terdiri dari asset neto tidak terikat, 
terikat temporer, dan terikat perma-
nen 

 Laporan Aktivitas  
Memberikan informasi mengenai 
pendapatan (–) beban (=) surplus 
atau defisit tahun berjalan lalu (+) 
saldo awal (=)saldo akhir 

Laporan Perubahan Asset Neto ha-
nya sebagai alternatif  
Penghasilan Komprehensif Lain 
Tidak ada

Laporan terdiri dari : 
1.	 Laporan Posisi Keuangan 
2.	 Laporan Penghasilan Kompre-

hensif 
3.	 Laporan Perubahan Aset Neto 
4.	 Laporan Arus Kas 
5.	 Catatan Atas Laporan Keuan-

gan 
Klasifikasi asset netto pembatasan 
dan tanpa pembatasan 

Laporan Penghasilan Kompre-
hensif Memuat informasi sampai 
surplus atau defisit tahun berjalan. 

Laporan Perubahan Asset Neto 
Merupakan salah satu jenis lapo-
ran keuangan pada entitas nonla-
ba. Penghasilan Komprehensif 
Lain Penghasilan Komprehensid 
lain diakomodir dalam Laporan 
keuangan entitas non laba.. (Gus-
tani, 2021)
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Format Penyajian Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2019)
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Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, (2019)
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Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, (2019) 



146 Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI

2.6 Aspek perpajakan pada Yayasan Pendidikan 
Yayasan pendidikan dalam operasionalnya tidak akan lepas dari aspek 
perpajakan. Setiap transaksi dana yang masuk seperti dana pendidikan, 
dana dari pemerintah maupun dana yang keluar seperti belanja jasa, 
belanja barang, belanja pegawai, belanja modal masing-masing 
mempunyai kewajiban atas pajak. Adapun aspek pajak yang harus 
diperhatikan oleh yayasan diantaranya(Maulida, 2019): 
1.	 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan 

atas gaji guru serta karyawan, dan jasa lainnya seperti arsitek 
pembangunan gedung pendidikan. Dalam hal ini yayasan wajib 
memotong, menyetor dan melaporkan PPh 21 yang telah dipotong 
oleh bendaharawan Yayasan. 

2.	 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan 
dari kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan kontraktor 
maupun pihak lain dari semua kegiatan jasa konstruksi. 

3.	 PPh Pasal 29 SPT Tahunan PPh Badan merupakan PPh dari 
sisa lebih Yayasan yang mana Jika sisa lebih tersebut tidak 
dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pembangunan gedung dan 
sarana-prasarana yayasan pendidikan setelah dalam jangka waktu 
4 tahun maka akan diperhitungkan Pphnya, sebaliknya jika sisa 
lebih tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan gedung 
dan sarana-prasarana yayasan wajib melaporkan SPT Tahunan PPh 
Badan Nihil.  

4.	 PPh Pasal 23 merupakan PPh atas kegiatan yang menjadi objek 
PPh, diantaranya ada jasa catering, sewa kendaraan, jasa antar 
jemput dan jasa lainnya yang menjadi objek pajak PPh pasal 23. 

5.	 PPh pasal 25 bulanan ini merupakan PPh yang terutang yang harus 
disetorkan secara rutin maksimal tanggal 15 setiap bulannya dan 
wajib melaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jika 
tidak ada maka wajib melaporkan saja meskipun nihil.  

6.	 PPh Pasal 26 jika ada mempekerjakan WNA maka wajib memotong, 
menyetor dan melaporkan atas pengahhasilan WNA orang pribadi.

	 Perpajakan ini sangat penting bagi yayasan pendidikan, sehingga 
sangat diperlukan bagi pengelola Yayasan pendidikan untuk memahami 
objek pajak, akuntansi perpajakan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan Yayasan. 



Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance  BUNGA RAMPAI 147

2.7 Tantangan Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan 
Setiap organisasi maupun entitas pasti tidak lepas dari berbagai 
permasalahan khususnya dalam pengelolaan yayasan pendidikan. 
Yayasan akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan 
yang datang silih berganti terutama permasalahan dalam pengelolaan 
keuangan. Permasalahan pengelolaan keuangan ini akan berpengaruh 
besar terhadap eksistensi, mutu dan pelayanan pendidikan kepada 
msyarakat. Oleh karena itu pengelola yayasan sudah seharusnya 
mempersiapkan, mendeteksi berbagai resiko yang akan dihadapi. 
	 Hal-hal yang menjadi tanda-tanda kondisi keuangan sebuah 
yayasan pendidikan yang sedang tidak baik diantaranya  
a.	 Adanya tunggakan hak /gaji guru/ dosen dan karyawan. 
b.	 Peniadaaan beberapa kegiatan sekolah /pesantren/ PT seperti 

kegiatan ekstrakurikuler, unit kegiatan mahasiswa maupun program 
yang biasanya selalu ada jadi tidak dilaksanakan.  

c.	 Kegiatan pembangunan yang tertunda/ tidak selesai.
d.	 Laporan Keuangan yang tidak transparan. 
e.	 Cashflow yang selalu minus. 
f.	 Fasilitas maupun peralatan yang tidak bertambah seiring 

bertambahnya tarif atau biaya masuk yang sudah dinaikkan yang 
diperkirakan penambahan pemasukan yang cukup besar. 

g.	 Resiko tagihan hutang/ pembiayaan yang besar pada pihak ketiga 
yang tidak diprediksi berdasarkan analisa laporan keuangan. 

	 Pengurus maupun pemegang kebijakan harus mampu mengatasi 
semua hal yang menjadi tantangan yayasan kedepannya karena akan 
berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan. Beberapa hal yang 
harus dilakukan oleh yayasan untuk mengatasi permasalahan keuangan  
diatas diantaranya : 
1.	 Perbaikan Manajemen Keuangan Yayasan 
	 Para pemegang kebijakan harus melakukan perbaikan dimulai dari 

sumber daya manusia (SDM) yang baru yang mempunyai skill 
dan pemahaman yang baik tentang keuangan, penganggaran, dan 
lainnya.  

2.	 Inovasi baru mencari pemasukan  
	 Yayasan pendidikan tidak harus mengandalkan pemasukan dari 

sumber dana pendidikan saja. Yayasan bisa bekerjasama dengan 
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pemerintah, pihak ketiga, individu maupun perusahaan untuk 
membangun atau memenuhi sarana prasarana sekolah. 

3.	 Peningkatan budaya kerja 
	 Yayasan harus senantiasa meningkatkan motivasi pegawainya untuk 

selalu bersikap professional, jujur, amanah dalam setiap kerjanya. 
Yayasan memiliki standar integritas dan kejujuran yang tinggi 
dalam semua aktivitas keuangan. Sementara kebijakan, deskripsi 
pekerjaan, dan kontrol internal membantu menjaga integritas ini, 
mereka dibangun di atas dasar misi, nilai, dan kepemimpinan. 

4.	 Sumber pemasukan internal 
	 Yayasan bisa mendapatkan sumber pemasukan dari usaha internal 

seperti koperasi guru/karyawan, jasa catering, jasa antar jemput, 
minimarket dan lainnya. 

5.	 Kerjasama investasi pendidikan 
	 Keputusan sebuah yayasan untuk melakukan investasi harus 

berdasarkan analisa yang baik. Kerjasama untuk pembiayaan 
bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan 
keuangan. Namun hal ini harus dianalisa terlebih dahulu secara 
akurat oleh pengurus yayasan sebelum memgambil keputusan. 

3. KESIMPULAN
Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangat penting untuk 
menerapkan manajemen keuangannya secara professional karena akan 
berpengaruh terhadap kualitas dan mutu layanan pendidikan yang 
diberikannya. Permasalahan dalam manajemen keuangan akan selalu 
ada dalam setiap perjalannya sehingga yayasan harus benar dalam 
menerapkan praktik manajemen keuangan yang membangun stabilitas 
dan fleksibilitas baik saat ini maupun di masa depan. Hal hal yang 
harus diperhatikan diantaranya dari aspek: 
a.	 Perencanaan: Perencanaan anggaran penting karena menyediakan 

informasi keuangan untuk mendukung semua perencanaan. 
Anggaran yang efektif bersifat realistis, menggunakan asumsi yang 
masuk akal dan akuntabilitas yang jelas untuk mencapai asumsi 
tersebut. 

b.	 Informasi Keuangan: Setiap organ yayasan diharapkan mampu 
mempelajari terminologi, memahami dan menggunakan laporan 
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keuangan, dan mengajukan banyak pertanyaan. Informasi yang baik 
disediakan oleh staf dan profesional yang terlatih dan dihormati. 

c.	 Perpajakan: Setiap organ yayasan harus memahami bahwa akan 
ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh yayasan. 
Sehingga, perlu adanya pemahaman yang komprehensif terkait 
aspek perpajakan ini. 

d.	 Tanggung Jawab Keuangan: Tanggung jawab untuk membuat 
keputusan keuangan dan melaksanakan kegiatan keuangan dibagi 
di seluruh organisasi. Tanggung jawab perlu didukung dengan 
informasi yang baik, komunikasi yang sering, dan kewenangan 
yang sesuai. 

e.	 Akuntabilitas dan Transparansi: Pengurus Yayasan, pemerintah, 
masyarakat, semua orang menuntut informasi dan jawaban tentang 
bagaimana sebuah entitas menerima dan menggunakan sumber 
daya keuangan. Tren ini semakin cepat dan banyak organisasi 
nonlaba memilih untuk menjadikan akuntabilitas sebagai nilai 
organisasi yang penting. (Jackson, 2019)
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